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KATA PENGANTAR

Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah
SWT. yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita semua
sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini dengan keadaan sehat
walafiat. Tidak lupa juga, marilah kita senantiasa menghaturkan
salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad
SAW., sehingga dalam kesempatan ini telah diterbitkan sebuah buku
sengayaan dengan tema : “Teori Dan Praktik Hukum Pajak Dan
Acara Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Dan Penegakkan Hukum
Pajak Pada Era Modern yang tentunya sangat bermanfaat untuk
scluruh akademisi, maupun masyarakat sipil pada umumnya.

Perlu diketahui peran pajak dalam pembangunan nasional sangat
“esar. Banyaknya masyarakat yang belum taat membayar pajak
“isebabkan minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat pajak.
“zjak memliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan Negara
ndonesia ini dari pembangunan insfrastruktur hingga mengendalikan
nflasi. Melihat pentingnya pajak dalam jalannya kehidupan Negara,
serbanding terbalik dengan kesadaran masyarakat dalam membayar
pajak. Hal ini dibuktikan dengan tingkat realisasi penerimaan pajak
masih jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN.

Buku ini selain sebagai bahan literasi bagi mahasiswa dalam
menumbuhkan kesadaran pajak, juga sebagai bahan referensi bagi
para dosen Mata Kuliah Wajib Umum dalam memberikan materi
kesadaran pajak. Agar pajak menjadi kesadaran bersama, maka materi
kesadaran pajak dapat disampaikan dalam berbagai bentuk yang dapat
disesuaikan dengan pokok bahasan dalam mata kuliah.

Beberapa pokok bahasan dapat dikaitkan dengan materi kesadaran
pajak, antara lain bela negara, penegakan hukum, hak dan kewajiban
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BAB I

RUANG LINGKUP PENGANTAR PERPAJAKAN

baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan
pelaksanaan pemungutan pajak mengisyaratkan adanya
zlih dana dari sektor swasta (Wajib Pajak yang membayar
pajak) ke sektor negara (pemungut pajak pemerintah) dan
Ziperuntukkan bagi keperluan pembiyaan umum pemerintah
dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin
maupun pembangunan. Penulis akan menyampaikan lebih
Zzalam tentang ruang lingkup perpajakan sebagai pengantar/
pengenalan, yaitu sebagai berikut:

Paiak merupakan iuran yang dipungut oleh negara

A. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk  keperluan negara bagi sebesarbesarnya
kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan
perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta
wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama
melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan

- maya Mengikis Kemandirian dan Kemerdekaan Penegakan Hukum Pajak 1



TEORI DAN PRAKTIK HUKUM PAJAK DAN ACARA PERPAJAKAN

Konsep. Aplikasi, dan Pengqakan Hukum Pajak pada Era Modern/
Untuk Sekalah Tinggi. Institut, Universitas, UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM

negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah
undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan
hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari
setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam
bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan
pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak,
sebagal pencerminan kewajiban kenegaran di bidang
perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri
untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut
sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam
Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal
ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya
berkewajiban ~ melakukan  pembinaan/penyuluhan,
pelayanan, dan pengawasan.

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat
Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan
pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi
Direktorat Jenderal Pajak, jika kita melihat pengertian
pajak maka kita jumpai sangat beragam. Sebatas untuk
perbandingan maka berikut ini dikemukakan beberapa
definisi yang dikemukakan oleh beberapa sarjana.
Menurut para ahli yang mendefinisikan pengertian pajak
sebagai berikut:

1. PJA Adriani:

“Pajak ialah iuran kepada negara (yang
dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib
membayarnya, —menurut peraturan-peraturan
dengan tidak mendapat prestasi kembali yang

2 Upaya Mengikis Kemandirian dan Kemerdekaan Penegakan Hukum Pajak
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